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TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI BAGI PEGAWAI 
PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk dan pelaksanaan pemberian 
asuransi bagi pegawai dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Bentuk asuransi 
yang diberikan kepada pegawai di dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta 
adalah asuransi kesehatan yang mana pelaksanaannya diberikan melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BPJS 
Kesehatan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan badan yang 
dibentuk pemerintah yang mempekerjakan tenaga kerja 95 orang yang terdiri dari 
59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai tetap dan 36 Orang 
merupakan Pegawai Honorer. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai 
adalah sangat penting, karena tugas kinerja dari pegawai Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Surakarta sangatlah beresiko dan sewaktu-waktu dapat 
mengalami peristiwa berupa kecelakaan kerja. Sehingga perlu adanya 
perlindungan khusus agar memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan 
kerja agar dapat menciptakan produktivitas kerja yang maksimal. Namun sejak di 
berlakukannya BPJS Para pegawai di dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta 
hanya memperoleh perlindungan kesehatan saja sedangkan perlindungan 
mengenai kecelakaan kerja tidak diberikan secara khusus oleh pihak Pemerintah 
maupun dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta itu sendiri. 
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ABSTRACK 
This study aims to determine the form and implementation of insurance for 
employees of the fire department of Surakarta City. Forms of insurance provided 
to employees in the Surakarta City Fire Department are health insurance whose 
implementation is provided through the Social Security Administering Body 
established by the government, BPJS Kesehatan. Surakarta Fire Department is a 
government-formed body that employs a workforce of 95 people consisting of 59 
Civil Servants (PNS) or permanent employees and 36 Persons are Honorary 
Employees. Efforts to improve the welfare of employees is very important, 
because the performance tasks of the staff of the Fire Department of the City of 
Surakarta is very risky and at times can experience events in the form of work 
accidents. So it needs special protection in order to provide health, welfare, and 
work safety in order to create maximum work productivity. But since the 
implementation of BPJS Employees in the fire department of Surakarta City only 
get health protection only while the protection of accidents is not given 
specifically by the Government and the fire department of Surakarta City. 






Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah satu 
bentuk penanggulangan resiko dan merupakan salah satu cara modern dan 
efektif untuk menanggulangi risiko diri pribadi. Asuransi pada zaman 
sekarang sudah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal tersebut 
dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. 
Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai 
sekarang. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan 
terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan.
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Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat 
dengan disertai berbagai tantangan risiko yang harus dihadapinya. Oleh 
karena itu kepada tenaga kerja perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan 
peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat 
meningkatkan produktivitas nasional. 
Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan 
kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara 
untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai 
dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya 
berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan 
sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai 
oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
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Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk para pegawai di 
lingkungan instansi pemerintahan diberikan atas dasar untuk meningkatkan 
kesejahteraan para pegawai di bidang kesehatan pada umumnya dan untuk 
meningkatkan motivasi produktivitas kerja para pegawai pada khususnya. 
Jaminan sosial dalam kaitannya adalah bagi kesejahteraan untuk seluruh 
warga negara termasuk dalam hal ini tenaga kerja yang bekerja terhadap 
pengusaha. Seperti dalam ketentuan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 
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dinyatakan bahwa presiden dalam kapasitasnya diberikan tugas untuk 
membentuk suatu sistem jaminan sosial. Jaminan sosial dalam hal ini 
berkaitan juga dengan jaminan bagi tenaga kerja dan setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional rakyat Indonesia nantinya akan memiliki sistem jaminan sosial yang 
terpadu dan sistem jaminan sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu 
badan yang berbentuk hukum publik, dalam hal kelembagaan jaminan sosial 
Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial maka terjadi transformasi kelembagaan PT. 
Askes (Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. 
ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
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Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia 
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola 
oleh PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
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Dengan transformasi lembaga tersebut menjadi BPJS, maka diikuti 
pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas, pegawai, serta hak dan 
kewajiban. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang meliputi 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan 
kematian.
5
 Penggambungan tersebut bertujuan agar memudahkan dalam 
pengurusan klaim asuransi bagi peserta dan penyederhanaan birokrasi dalam 
lingkup lembaga ini. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar 
dalam salah satu organisasi, secara otomatis menjadi anggota BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Sebelum terjadinya terjadi transformasi kelembagaan jaminan sosial di 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Pegawai honorer memperoleh 
jaminan sosial yang berbeda. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
memperoleh Jaminan Kesehatan melalu Askes yang dikelola oleh PT. 
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ASKES (Persero) yang memfocuskan perlindungan pada kesehatan dan Jiwa 
Sraya yang memberikan perlindungan terkait dengan kecelakaan kerja. 
Sedangkan pegawai honorer tidak mendapatkan perlindungan jaminan 
kesehatan dari PT. ASKES, melainkan hanya memperoleh perlindungan 
kecelakaan kerja yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya 
dikarenakan bahwa pegawai honorer tersebut tidak diangkat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), pemberian jaminan kesehatan pegawai honorer hanya 
lewat gaji tetapi hanya beberapa persen dari gaji yang diberikan, dalam 
memberikan gaji untuk pegawai honorer disesuai dengan UMR di Surakarta. 
Namun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
terjadilah transformasi kelembagaan dan terjadi perluasan terkait dengan 
kepesertaannya. Yang mana menjadikan Pegawai Honorer sama-sama 
memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang setara dengan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan 
Undang-Undang BPJS menjelaskan bahwa Pegawai Honorer merupakan 
pekerja penerima upah yang mana tergolong dalam Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri. Sehingga dalah hal ini pegawai honorer juga mendapatkan 
perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS. 
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam memadamkan 
kebakaran sangatlah berat dan beresiko tinggi disebabkan karena para 
pegawai berjibaku dengan api untuk memadamkan agar tidak menyebar ke 
daerah lain, maka pegawai dinas pemadam kebakaran harus berhati-hati 
dalam memadamkan kebakaran, para pegawai harus kompak dan bersatu 
dalam kinerja memadamkan kebakaran supaya tidak ada anggota pemadam 
yang terluka maupun sakit. Adapun yang terluka maupun sakit, Dinas 
Pemadam Kebakaran mengasuransikan para pegawainya melalui jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu BPJS Kesehatan 
sebagaimana BPJS melindugi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu 





Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan 
memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam 
skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Tentang Asuransi Bagi Pegawai 
Pemadam Kebakaran di Wilayah Kota Surakarta".   
Berdasarkan Uraian diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian 
ini adalah pertama, bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi 
bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta? Kedua, apa saja yang 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi bagia pegawai 
Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk 
mendeskripsikan bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi 
pegawai pemadam kebakaran di Kota Surakarta. Kedua, untuk mengetahui 
hambatan apa saja yang ada dan terjadi dalam pelaksanaan pemberian 
asuransi tersebut. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
metode pendekatan yuridis sosiologis karena memaparkan sesuatu yang 
terdapat pada lapangan. Sumber data berasal dari data primer yaitu 
wawancara langsung di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 
dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN. 
3.1 Bentuk dan Pelaksanaan Pemberian Asuransi Bagi Pegawai 
Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta. 
Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas yang dibentuk, dilatih, dan 
bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Pegawai pemadam kebakaran 
adalah seorang petugas yang terlatih untuk menyelamatkan korban dari 
kebakaran, dan juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu 
lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas Pemadam Kebakaran adalah 





melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk 
dalam dinas gawat darurat. 
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Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas untuk pemadaman 
kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, pemadaman, 
penyelamatan dan penanganan kebakaran serta pertolongan dan/atau 
penyelamatan terhadap bencana lain. Banyak Resiko tinggi yang harus 
dihadapi oleh para pekerja setiap saat ketika sedang bertugas. 
Guna menciptakan perlindungan dan/atau meberikan jaminan 
kepada pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan dalam 
bekerja, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta haruslah 
memperhatikan keselamatan dari para pekerjanya saat sedang menjalankan 
tanggungjawab atau tugasnya. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Surakarta sebagai salah satu penyelenggara dari tanggung jawab Gubernur 
untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran yang merata, 
baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mampu menjamin 
kesejahteraan bagi para pekerja. Sehingga dapat memberikan keamanaan 
dan mampu meningkatkan produktivitas kerja dari para pegawai, melalui 
program asuransi terutama asuransi kecelakaan kerja. 
Di dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sesuai 
dengan susunan struktural organisasinya terdapat 95 orang atau pegawai 
yang dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
a. 59 Orang Pegawai Tetap (PNS). 
b. 36 Orang Non PNS atau dalam struktur organisasi di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Surakarta disebut sebagai TKPK (Tenaga Kerja 
dengan Perjanjian Kontrak) yang mana mereka merupakan pekerja 
yang diambil oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 
untuk membantu dan menambah pekerja atau pegawai untuk 
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memperlancar dan memaksimalkan kinerjanya di bidang 
penanggulangan bencana kebakaran dengan kontrak 1 tahun. Namun 
setiap tahunnya kontrak tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang 
bagi pekerja yang mampu dipercaya untuk melanjutkan masa kerjanya. 
Mengingat dalam tugas yang diemban oleh para pegawai di Dinas 
Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Pemerintah memberikan asuransi 
kepada para Pegawai sebagai bentuk perlindungan yang diberikan. Namun 
asuransi tersebut hanya difocuskan pada Asuransi Kesehatan saja. Hal 
tersebut dikarenakan berdasarkan pada peraturan pemerintah, yang mana 
asuransi baik PNS ataupun Non PNS diberikan melalui BPJS Kesehatan. 
Perlindungan ini langsung dapat dimulai sejak Pegawai diangkat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Honorer (TKPK) sejak 
menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan mebayar premi yang 
diambil dari gaji para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 
Dari wawancara dengan Bapak Ashadi selaku Sekretaris Dinas 
Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta menjelaskan bahwa para pegawai 
Dinas Pemadam Kebakaran hanya mendapatkan asuransi atau jaminan 
kesehatan melalui BPJS Kesahatan saja baik PNS maupun Honorer 
(TKPK). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah bahwa semua 
Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer hanya mendapatkan jaminan 
kesehatan saja, tidak dengan jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja 
yang tidak menimbulkan cacat fisik atau hingga kematian tetap ditanggung 
melalui BPJS Kesehatan tersebut, dari Dinas Pemadam Kebakaranpun 
tidak memberikan jaminan tersendiri untuk menangani atau memberikan 
asuransi kecelakaan kerja. Hal tersebut dikarenakan dana pemberian 
jaminan kepada pegawai PNS maupun honorer diambil dari dana APBD.
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Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang 
terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat 
Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima 
persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran sebagaimana dimaksud diatas 
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dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja 
dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. 
Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu 
jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi 
Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta 
yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap 
bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 
setiap bulan).  
Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran 
dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran 
JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari 
total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar 
iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) setiap bulan ke pada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN 
dapat dilakukan diawal. 
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Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ashadi selaku 
sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah Kota Surakarta, adapun 
pengajuan klaim BPJS Kesehatan apabila salah satu pegawai PNS maupun 
pegawai honorer (TKPK) Pemadam Kebakaran mengalami sakit karena 
bekerja atau saat bekerja yaitu: 
a. Apabila dirasa darurat, peserta langsung dirujuk ke Rumah Sakit. 
b. Apabila masih biasa, yang harus dilakukan peserta yaitu 
1.) Mengunjungi faskes terdekat.  
Untuk menggunakan BPJS Kesehatan harus diperiksa terlebih 
dahulu di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tingkat 
pertama, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan 
BPJS. 
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2.) Meminta Surat Rujukan. 
Jika keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan pengobatan di 
faskes tersebut maka akan dirujukkan ke rumah sakit dengan 
fasilitas yang lebih lengkap. 
3.) Persyaratan lain. (Kartu BPJS Asli beserta Fotocopy, Fotocopy 
KTP, Fotocopy KK, Fotocopy surat rujukan dari klinik/Puskesmas. 
 
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kepada Pegawai 
Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta. 
Hambatan-hambatan yang terkait dengan pemberian asuransi kepada para 
pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yaitu terkait 
penanganan ketika menghadapi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja 
hingga mengalami cacat ataupun kematian, karena dalam hal tersebut 
pemerintah maupun di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tidak 
memberikan jaminan secara khusus atau tidak adanya asuransi kecelakaan 
kerja yang diberikan kepada pegawai apabila mengalami kejadian tersebut.  
Asuransi yang diberikan hanya melalui BPJS Kesehatan saja yang 
mana hanya diperuntukkan apabila pegawai mengalami sakit akibat 
bekerja atau  saat bekerja saja. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 
pun tidak memberikan jaminan khusus selain BPJS Kesehatan kepada 
pegawai yang mengalami kecelakaan kerja. Padahal pada kenyataannya 
Pemerintah di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS). 
PNS yang menerima gaji dan dibiayai dari APBD atau APBN, kecuali 
Pegawai PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan PNS di 
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 
PNS yang menerima gaji dan dibiayai dari APBD atau APBN, 





lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang mana kepesertaannya 




Namun pada kenyataannya Bapak Gatot Sutanto selaku Kepala 
Dinas di kantor Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mengatakan bahwa 
pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tidak memperoleh 
jaminan mengenai kecelakaan kerja. Meskipun tidak terdapat jaminan 
khusus melalui asuransi tersendiri, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan 
bahwa BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan 
tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk 
Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program 
asuransi kesehatan tambahan. BPJS Kesehatan melakukan kerja sama 
dengan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja 
dan kecelakaan lalu lintas untuk memberikan manfaat tambahan tersebut.
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Yang menjadi hambatan lain adalah terkait pelayanan yang 
diberikan BPJS Kesehatan, Pelayanan yang diberikan pun tergolong 




a) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur. 
b) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali kasus gawat darurat. 
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c) Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan 
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat keceakaan kerja 
atau hubuan kerja. 
d) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 
e) Pelayanan kesehatan akibat bencana, pada masa tanggap darurat, 
kejadian luar biasa atau wabah. 
Sebelum adanya UU SJSN yang baru para pegawai di dinas 
kebarakan memperoleh jaminan asuransi melalui ASKES untuk jaminan 
kesehatan dan Jiwasraya untuk jaminan kecelakaan kerja. Hal tersebut 
mengingat besarnya resiko yang dapat terjadi kepada pegawai saat bekerja 
diapangan untuk memadamkan kebakaran. Namun setelah dikeluarkannya 
UU SJSN yang baru hal tersebut merubah sistem pemberian jaminan 
asuransi yang telah ada. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Mengingat resiko yang dihadapi oleh para pegawai di Dinas Pemadam 
Kebakaran sangatlah tinggi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 
memberikan asuransi bagi pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun 
Honorer (TKPK) hanya berupa asuransi kesehatan melalui BPJS 
Kesehatan saja. Kecelakaan Kerja yang tidak mengakibatkan pegawai atau 
para pekerja hingga cacat maupun kematian tetap ditanggung melalui 
BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan dana pemberian jaminan 
kepada pegawai PNS maupun honorer diambil dari dana APBD.  
Hambatan yang terjadi dalam pemberian asuransi bagi pegawai  
adalah terkait penanganan ketika menghadapi pegawai yang mengalami 
kecelakaan kerja hingga mengalami cacat ataupun kematian, karena dalam 
hal tersebut pemerintah maupun di Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Surakarta tidak memberikan jaminan secara khusus atau tidak adanya 
asuransi kecelakaan kerja yang diberikan kepada pegawai apabila 





Kesehatan hanya diperuntukkan apabila pegawai mengalami sakit akibat 
bekerja atau  saat bekerja saja.  
4.2 Saran 
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta agar memberikan 
perlindungan terhadap tenaga kerja, memperhatikan kesejahteraan, 
kesehatan dan terkhususkan keselamatan kerjanya. Sehingga nantinya 
dapat tercipta keadaan kinerja yang maksimal dan tanpa adanya pihak-
pihak yang dirugikan. Selain itu dapat terjalinnya hubungan kerja yang 
harmonis antara kedua belah pihak baik Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Surakarta ataupun tenaga kerja, sehingga dapat bekerja dengan baik dan 
tenang yang nantinya dapat menciptakan produktivitas kerja yang baik. 
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